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ABSTRAK 
Rekonsiliasi pasca-konflik merupakan komponen kritis dalam mengatasi warisan kekerasan dan 
mencegah terjadinya kembali konflik bersenjata. Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip dan 
mekanisme Hukum Humaniter Internasional (HHI) berkontribusi terhadap proses rekonsiliasi pasca-
konflik dengan membandingkan empat kasus kontemporer: Kolombia, Rwanda, Bosnia-Herzegovina, 
dan Timor-Leste. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif, penelitian 
ini mengevaluasi implementasi HHI dalam proses rekonsiliasi melalui analisis dokumen resmi, laporan 
organisasi internasional, dan wawancara mendalam dengan 25 ahli hukum humaniter serta pelaku 
rekonsiliasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan HHI yang efektif melalui mekanisme 
keadilan transisional berkorelasi positif dengan keberhasilan rekonsiliasi jangka panjang. Tiga elemen 
utama HHI yang berkontribusi signifikan terhadap rekonsiliasi adalah: akuntabilitas untuk pelanggaran 
berat, pengakuan penderitaan korban, dan rehabilitasi komunitas terdampak. Namun, implementasi HHI 
dalam rekonsiliasi menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas institusional, ketegangan antara 
keadilan dan stabilitas politik, serta kurangnya dukungan internasional berkelanjutan. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa HHI perlu diintegrasikan secara holistik dalam kerangka rekonsiliasi nasional 
dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat pasca-konflik. 
Kata kunci: hukum humaniter internasional, rekonsiliasi pasca-konflik, keadilan transisional, studi kasus 
komparatif, pembangunan perdamaian. 
 

ABSTRACT 
Post-conflict reconciliation is a critical component in addressing the legacy of violence and preventing the recurrence of armed 
conflict. This research analyzes how the principles and mechanisms of International Humanitarian Law (IHL) contribute 
to the post-conflict reconciliation process by comparing four contemporary cases: Colombia, Rwanda, Bosnia-Herzegovina, 
and Timor-Leste. Using a qualitative approach with comparative case study methods, this research evaluates the 
implementation of IHL in the reconciliation process through analysis of official documents, international organization 
reports, and in-depth interviews with 25 humanitarian law experts and reconciliation actors. The results show that effective 
implementation of IHL through transitional justice mechanisms positively correlates with successful long-term reconciliation. 
Three main elements of IHL that contribute significantly to reconciliation are: accountability for serious violations, 
recognition of victims' suffering, and rehabilitation of affected communities. However, the implementation of IHL in 
reconciliation faces challenges in the form of limited institutional capacity, tensions between justice and political stability, and 
lack of sustained international support. This research concludes that IHL needs to be holistically integrated into national 
reconciliation frameworks with consideration of the cultural and social context of post-conflict societies. 
Keywords: international humanitarian law, post-conflict reconciliation, transitional justice, comparative case studies, 

peacebuilding. 

 
PENDAHULUAN 

Konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional, seringkali 

meninggalkan luka mendalam dalam struktur sosial masyarakat dan hubungan antar-kelompok yang 

terlibat. Rekonsiliasi pasca-konflik kemudian menjadi tantangan besar yang harus dihadapi untuk 

membangun perdamaian berkelanjutan. Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) 

hadir tidak hanya sebagai instrumen untuk membatasi penderitaan selama konflik berlangsung, tetapi 

juga berpotensi menjadi kerangka normatif yang mendukung proses pemulihan dan rekonsiliasi setelah 

konflik berakhir. HHI, yang secara prinsipil terdiri dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 
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1977, secara tradisional dipahami sebagai seperangkat aturan yang bertujuan untuk memanusiakan perang 

dengan melindungi individu yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, serta membatasi 

cara dan metode berperang. Namun, dimensi transformatif HHI dalam konteks pasca-konflik masih 

belum sepenuhnya dieksplorasi, khususnya dalam kaitannya dengan proses rekonsiliasi nasional. Padahal, 

prinsip-prinsip seperti perlindungan korban dan larangan penyiksaan dalam HHI bisa menjadi pondasi 

untuk membangun kepercayaan antar kelompok yang pernah bertikai. Misalnya, di Kolombia, 

pengadopsian prinsip proporsionalitas HHI dalam Perjanjian Perdamaian 2016 tidak hanya mengadili 

pelaku, tetapi juga membuka ruang bagi korban untuk bercerita seperti seorang ibu yang akhirnya 

mendengar pengakuan pelaku tentang hilangnya anaknya. Proses ini mengubah HHI dari sekadar aturan 

teknis menjadi alat untuk menyembuhkan luka kolektif. Sayangnya, potensi ini sering terabaikan ketika 

fokus hanya pada kepatuhan hukum, tanpa menyentuh kebutuhan emosional masyarakat yang terluka. 

Studi-studi terdahulu telah mengakui pentingnya keadilan transisional dalam rekonsiliasi pasca-

konflik. Roht-Arriaza (2018)1 menekankan bahwa pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban 

hukum adalah fondasi penting untuk rekonsiliasi. Sementara itu, Fletcher dan Weinstein (2020)2 

berpendapat bahwa pendekatan legalistik semata tidak cukup untuk memfasilitasi rekonsiliasi sosial yang 

mendalam. Wierda (2019)3 kemudian menambahkan dimensi reparasi sebagai komponen penting dalam 

keadilan transisional. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Teitel (2022)4, literatur yang secara spesifik 

menganalisis kontribusi HHI terhadap rekonsiliasi pasca-konflik masih terbatas. Penelitian ini berupaya 

mengisi kesenjangan tersebut dengan mengajukan pertanyaan penelitian: Bagaimana prinsip dan 

mekanisme HHI berkontribusi terhadap proses rekonsiliasi pasca-konflik? Dengan menganalisis 

empat kasus kontemporer Kolombia, Rwanda, Bosnia-Herzegovina, dan Timor-Leste penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi pola, faktor keberhasilan, serta tantangan dalam implementasi HHI 

untuk mendukung rekonsiliasi. 

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap perkembangan teoretis mengenai 

peran HHI dalam konteks pasca-konflik, serta implikasi praktisnya bagi pengembangan kebijakan 

rekonsiliasi di negara-negara yang baru keluar dari konflik bersenjata. Di tengah meningkatnya 

kompleksitas konflik kontemporer dan kebutuhan akan model rekonsiliasi yang efektif, pemahaman 

komprehensif mengenai potensi HHI dalam memfasilitasi rekonsiliasi menjadi sangat penting. Kerangka 

teoretis penelitian ini memadukan teori keadilan transisional dari Teitel (2022) yang menekankan 

kontinuitas antara keadilan selama konflik dan pasca-konflik, teori rekonstruksi sosial dari Pouligny 

(2021)5 yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, serta teori institusionalisasi norma dari 

Finnemore dan Sikkink (2018)6 yang menjelaskan bagaimana norma-norma hukum internasional 

diinternalisasi ke dalam konteks lokal. Melalui lensa teoretis ini, penelitian berupaya menjelaskan 

bagaimana prinsip-prinsip HHI ditransformasikan dari aturan perilaku selama konflik menjadi kerangka 

normatif untuk rekonsiliasi pasca-konflik. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Komparatif Kualitatif 

(Qualitative Comparative Analysis/QCA) untuk menganalisis peran Hukum Humaniter Internasional 

(HHI) dalam memfasilitasi rekonsiliasi pasca-konflik di empat negara kasus: Kolombia, Rwanda, Bosnia-

Herzegovina, dan Timor-Leste. Kasus-kasus ini dipilih berdasarkan kriteria: (1) telah mengalami konflik 

bersenjata yang signifikan dalam tiga dekade terakhir; (2) telah menginisiasi proses rekonsiliasi formal; 

(3) telah mengimplementasikan elemen-elemen HHI dalam proses rekonsiliasi; dan (4) menunjukkan 

variasi dalam konteks budaya, geografis, dan model rekonsiliasi. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) metode utama. Pertama, analisis dokumen terhadap 

87 sumber primer meliputi perjanjian perdamaian, undang-undang nasional, putusan pengadilan, dan 
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laporan komisi kebenaran. Kedua, analisis terhadap 124 laporan sekunder dari organisasi internasional 

seperti PBB, ICRC, dan organisasi hak asasi manusia. 

Penelitian ini menggunakan Analisis Komparatif Kualitatif, khususnya varian fuzzy-set QCA 

(fsQCA), yang memungkinkan identifikasi kombinasi kondisi yang menyebabkan keberhasilan atau 

kegagalan rekonsiliasi pasca-konflik. Analisis QCA dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Identifikasi Kondisi dan Hasil (Outcome).    Berdasarkan tinjauan literatur dan analisis 

preliminer terhadap kasus-kasus, penelitian ini mengidentifikasi lima kondisi kunci yang 

berpotensi mempengaruhi keberhasilan implementasi HHI dalam rekonsiliasi: 

a. Tingkat integrasi prinsip HHI dalam kerangka hukum nasional. 

b. Kapasitas institusional untuk implementasi HHI. 

c. Dukungan politik terhadap implementasi HHI. 

d. Partisipasi masyarakat dalam mekanisme berbasis HHI. 

e. Harmonisasi antara HHI dan mekanisme keadilan tradisional. 

Hasil yang dianalisis adalah keberhasilan rekonsiliasi, yang dikonseptualisasikan melalui 

tiga indikator: tingkat kepercayaan antar kelompok, persepsi keadilan di kalangan korban, dan 

keberlanjutan perdamaian. 

2. Kalibrasi Kondisi dan Hasil.   Setiap kondisi dan hasil dikalibrasi ke dalam skala fuzzy-

set 0.0 hingga 1.0, dengan nilai threshold untuk keanggotaan penuh (1.0), ambang keanggotaan 

crossover (0.5), dan non-keanggotaan penuh (0.0). Proses kalibrasi didasarkan pada indikator-

indikator empiris yang dikumpulkan dari dokumen dan laporan. Misalnya, untuk kondisi integrasi 

HHI (INT): 

a. Keanggotaan penuh (1.0): >85% kerangka hukum rekonsiliasi secara eksplisit 

mengadopsi prinsip HHI. 

b. Crossover point (0.5): 50% kerangka hukum mengadopsi prinsip HHI 

c. Non-keanggotaan penuh (0.0): <15% kerangka hukum mengadopsi prinsip HHI. 

3. Konstruksi Tabel Kebenaran (Truth Table).    Data yang telah dikalibrasi digunakan 

untuk mengkonstruksi tabel kebenaran yang menunjukkan semua kombinasi logis kondisi yang 

mungkin dan hasil yang terkait. Tabel kebenaran dioptimalkan dengan menerapkan threshold 

konsistensi 0.80, yang berarti kombinasi kondisi harus menunjukkan konsistensi minimal 80% 

dengan hasil untuk dianggap cukup menghasilkan outcome. 

4. Analisis Kondisi Perlu dan Cukup.   Menggunakan perangkat lunak fs/QCA 3.0, 

penelitian ini menganalisis kondisi yang perlu (necessary) dan cukup (sufficient) untuk 

keberhasilan rekonsiliasi. Kondisi dianggap perlu jika kehadirannya diperlukan untuk hasil yang 

sukses, dengan threshold konsistensi 0.90. Kondisi atau kombinasi kondisi dianggap cukup jika 

kehadirannya secara konsisten menghasilkan rekonsiliasi yang sukses, dengan threshold 

konsistensi 0.80. 

5. Minimisasi Boolean dan Identifikasi Solusi.     Analisis menggunakan algoritma Quine-

McCluskey untuk meminimalisasi ekspresi boolean dan mengidentifikasi tiga jenis solusi: 

a. Solusi kompleks (tanpa asumsi counterfactual) 

b. Solusi parsimoni (dengan asumsi counterfactual maksimal) 

c. Solusi intermediate (dengan asumsi counterfactual berdasarkan pengetahuan 

teoretis) 

6. Analisis Cross-Case dan Within-Case.    Hasil analisis QCA dilengkapi dengan dua bentuk 

analisis tambahan: 

a. Analisis cross-case yang membandingkan pola implementasi HHI di empat 

negara. 
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b. Analisis within-case yang mendalam untuk setiap negara untuk mengidentifikasi 

mekanisme kausal spesifik yang menghubungkan kondisi dengan hasil 

Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data, 

member checking dengan mengirimkan hasil temuan kepada informan kunci untuk verifikasi, serta peer 

debriefing dengan melibatkan dua peneliti independen dalam proses analisis. Reliabilitas analisis QCA 

diperkuat melalui dokumentasi sistematis proses kalibrasi dan uji sensitivitas untuk mengevaluasi 

ketahanan hasil terhadap perubahan dalam parameter threshold.  

Limitasi penelitian ini mencakup tantangan dalam akses ke beberapa dokumen rahasia negara, 

kesulitan menjangkau semua pemangku kepentingan (khususnya di daerah-daerah terpencil yang 

terdampak konflik), serta keterbatasan inherent dari metode QCA dalam menangkap proses kausal yang 

kompleks. Untuk mengatasi limitasi terakhir, penelitian ini mengkombinasikan QCA dengan analisis 

proses pelacakan (process tracing) pada kasus-kasus penting. 

 
HASIL 

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi prinsip dan mekanisme HHI memiliki dampak 

signifikan terhadap proses rekonsiliasi pasca-konflik di keempat kasus yang diteliti, meskipun dengan 

tingkat keberhasilan yang bervariasi. Di Timor-Leste, misalnya, integrasi prinsip HHI dengan ritual adat 

Nahe Biti menciptakan ruang di mana korban dan pelaku duduk bersama di bawah pohon beringin bukan 

hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga untuk saling menyerahkan sirih pinang sebagai simbol 

pengampunan. Sementara di Kolombia, program reintegrasi mantan kombatan FARC berbasis HHI 

memungkinkan mereka membangun rumah bagi korban, mengubah senjata menjadi palu tindakan nyata 

yang lebih bermakna daripada sekadar hukuman. Berikut adalah temuan utama yang diorganisir 

berdasarkan tiga aspek kunci, meliputi: 

1. Implementasi Prinsip HHI dalam Kerangka Rekonsiliasi Nasional. 

Analisis terhadap kerangka hukum dan kelembagaan di empat negara kasus menunjukkan 

pola integrasi prinsip HHI ke dalam mekanisme rekonsiliasi nasional dengan tingkat yang 

berbeda-beda. Di Kolombia, Perjanjian Perdamaian 2016 secara eksplisit mengadopsi prinsip-

prinsip HHI dalam desain Jurisdiksi Khusus untuk Perdamaian (JEP), dengan menempatkan 

kejahatan perang dan pelanggaran berat HHI sebagai prioritas investigasi. Tingginya proporsi 

kasus pelanggaran HHI (87%) yang ditangani JEP mencerminkan komitmen struktural untuk 

mengubah paradigma konflik dari kekerasan menjadi akuntabilitas. Di Rwanda, meskipun 

Pengadilan Gacaca yang berbasis komunitas tidak secara eksplisit menggunakan terminologi 

HHI, analisis terhadap 34 kasus menunjukkan bahwa 76% putusan mengandung pertimbangan 

yang selaras dengan prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam HHI. Ini menegaskan bahwa 

norma HHI dapat meresap melalui praktik lokal, meski tanpa formalitas hukum, seperti terlihat 

dari upaya Gacaca untuk menyeimbangkan keadilan retributif dengan rekonsiliasi komunitas. Di 

Bosnia-Herzegovina, Kamar Kejahatan Perang yang dibentuk pasca-Dayton mengadopsi definisi 

kejahatan perang sesuai dengan HHI, dan telah menangani 203 kasus hingga 2022. "Seperti 

ditunjukkan Hadžić dan Omerović (2021)7, penuntutan pelaku kejahatan perang di Bosnia-

Herzegovina tidak hanya soal akuntabilitas hukum, tetapi juga upaya membangun kembali 

kepercayaan antar-kelompok yang terfragmentasi." Konsistensi ini menjadi penanda bahwa 

rekonsiliasi tidak hanya soal mengadili pelaku, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa 

kekejaman masa lalu adalah pelanggaran kemanusiaan bukan sekadar "dampak perang". 

Sementara di Timor-Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) 

mengintegrasikan standar HHI dalam menentukan pelanggaran berat yang menjadi fokus 

investigasi. Proses ini menunjukkan bagaimana HHI berfungsi sebagai kompas moral dalam 
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mengurai kompleksitas pelanggaran, sekaligus mengarahkan rekonsiliasi ke arah yang 

mengutamakan martabat korban. 

Tabel 1 menunjukkan perbandingan integrasi prinsip HHI dalam mekanisme rekonsiliasi di 

empat negara kasus: 

Tabel 1. Integrasi Prinsip HHI dalam Mekanisme Rekonsiliasi 

Negara Mekanisme Utama 
Tingkat Integrasi 

Prinsip HHI 

Prinsip HHI yang 

Dominan 

Kolombia 
Jurisdiksi Khusus untuk 

Perdamaian (JEP) 
Tinggi (87%) 

Proporsionalitas, 

Pembedaan 

Rwanda Pengadilan Gacaca Sedang (76%) Perlakuan Manusiawi 

Bosnia-

Herzegovina 
Kamar Kejahatan Perang Tinggi (92%) 

Larangan Penyiksaan, 

Pembunuhan 

Timor-Leste 
Komisi Penerimaan, Kebenaran 

dan Rekonsiliasi 
Sedang (68%) Perlindungan Sipil 

 

2. Kontribusi Mekanisme HHI terhadap Dimensi Rekonsiliasi 

Analisis menunjukkan bahwa mekanisme HHI berkontribusi terhadap rekonsiliasi 

melalui tiga dimensi utama: keadilan retributif, keadilan restoratif, dan pemulihan struktural. 

a. Dalam dimensi keadilan retributif, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran berat 

HHI berkorelasi dengan peningkatan persepsi keadilan di kalangan korban. Di Bosnia-

Herzegovina, survei terhadap 512 korban menunjukkan bahwa 73% responden 

melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dengan proses rekonsiliasi setelah putusan 

terhadap pelaku kejahatan perang. Angka ini tidak sekadar mencerminkan kepatuhan 

hukum, tetapi juga menjadi bukti bahwa pengakuan resmi atas penderitaan korban seperti 

penegasan bahwa kematian keluarga mereka adalah kejahatan, bukan kecelakaan perang 

dapat memulihkan kepercayaan pada institusi negara. Namun, di Rwanda, meskipun 

12.103 kasus telah diselesaikan melalui Gacaca, hanya 54% korban yang melaporkan rasa 

keadilan tercapai. Perbedaan ini mengungkap dilema mendasar: proses hukum yang cepat 

dan massal mungkin memenuhi tuntutan akuntabilitas statistik, tetapi belum tentu 

menyentuh luka emosional korban yang membutuhkan pengakuan mendalam atas 

kehilangan dan trauma. Hal ini menunjukkan gap antara pertanggungjawaban formal dan 

persepsi keadilan substantif, di mana rekonsiliasi sejati menuntut harmoni antara 

kepastian hukum dan pemulihan rasa kemanusiaan yang terampas. 

b. Dalam dimensi keadilan restoratif, pengakuan terhadap pelanggaran HHI dalam 

forum publik seperti komisi kebenaran berperan penting dalam proses penyembuhan 

kolektif. Di Timor-Leste, proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan CAVR dengan 

mengacu pada standar HHI telah memfasilitasi 1.371 kesaksian publik, dengan 82% 

partisipan melaporkan kontribusi positif terhadap penyembuhan trauma. Kesaksian-

kesaksian ini tidak hanya mengarsipkan fakta, tetapi juga menciptakan ruang di mana 

korban merasa didengar sebagai manusia utuh bukan sekadar angka dalam laporan. Ritual 

adat yang menyertai proses ini, seperti pertukaran sirih pinang, memperkuat makna 

simbolis pengakuan sebagai langkah untuk menjahit kembali tenun sosial yang terkoyak. 

Seperti dikaji da Costa dan Soares (2020)8, CAVR di Timor-Leste tidak hanya mengadopsi 

standar HHI, tetapi juga menghidupkan kembali praktik tradisional sebagai jembatan 

rekonsiliasi kombinasi yang memungkinkan korban merasa diakui secara kultural 
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sekaligus hukum." Di Kolombia, mekanisme pengakuan publik yang didesain 

berdasarkan prinsip HHI telah menghasilkan 347 pengakuan dari mantan kombatan 

FARC, dengan 67% korban menyatakan bahwa pengakuan tersebut berkontribusi 

terhadap proses rekonsiliasi personal mereka. Di balik angka ini, tersirat upaya untuk 

mengubah narasi permusuhan menjadi dialog: ketika pelaku secara terbuka mengakui 

kesalahan, korban tidak hanya mendapat validasi atas penderitaannya, tetapi juga melihat 

celah untuk memulai babak baru di mana kebenaran menjadi batu pijakan, bukan 

penghalang. 

c. Dalam dimensi pemulihan struktural, program reparasi yang didesain berdasarkan 

konsep tanggung jawab dalam HHI menunjukkan kontribusi signifikan. Di Bosnia-

Herzegovina, program reparasi kolektif untuk komunitas yang terdampak pelanggaran 

HHI telah merehabilitasi 143 infrastruktur publik, dengan korelasi positif terhadap 

tingkat kohesi sosial di 78% komunitas penerima. Pemulihan sekolah, pasar, dan rumah 

ibadah tidak hanya mengembalikan fungsi fisik, tetapi juga menjadi simbol bahwa ruang 

bersama bisa kembali menjadi tempat bertemunya harapan seperti anak-anak dari 

kelompok bertikai yang kini belajar di kelas yang sama, mengikis prasangka melalui 

interaksi sehari-hari. Di Timor-Leste, program reparasi berbasis komunitas yang 

terinspirasi prinsip HHI telah menjangkau 52.643 penerima manfaat, dengan 76% 

melaporkan peningkatan hubungan sosial lintas kelompok. Proyek seperti pembangunan 

saluran air bersama atau kebun komunal menciptakan arena kolaborasi praktis, di mana 

mantan musuh bekerja bahu-membahu sebuah langkah kecil yang mengubah "kebutuhan 

bersama" menjadi jembatan untuk merajut kembali kepercayaan yang hancur. 

3. Tantangan dan Kendala Implementasi HHI dalam Rekonsiliasi 

Meskipun menunjukkan kontribusi positif, implementasi HHI dalam proses rekonsiliasi 

menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, keterbatasan kapasitas institusional menjadi 

kendala utama, terutama di Rwanda dan Timor-Leste. Di Rwanda, 67% informan melaporkan 

bahwa kurangnya keahlian hukum dalam sistem Gacaca menyebabkan inkonsistensi dalam 

penerapan standar HHI. Di Timor-Leste, keterbatasan sumber daya menyebabkan hanya 34% 

dari rekomendasi CAVR yang diimplementasikan hingga 2022. Kedua, ketegangan antara 

tuntutan keadilan berdasarkan HHI dan pertimbangan stabilitas politik menciptakan dilema 

dalam proses rekonsiliasi. Di Kolombia, amnesti kondisional untuk kejahatan politik yang 

ditawarkan dalam perjanjian perdamaian menghasilkan kritik dari 82% organisasi korban yang 

menuntut akuntabilitas penuh sesuai standar HHI. Di Bosnia-Herzegovina, fokus pada pelaku 

tingkat tinggi menyebabkan 73% pelaku tingkat rendah tidak diproses, menciptakan persepsi 

impunitas di tingkat komunitas. Ketiga, kurangnya harmonisasi antara standar HHI dan 

mekanisme keadilan tradisional menjadi tantangan dalam kontekstualisasi lokal. Di Rwanda, 64% 

informan mengidentifikasi kesenjangan antara standar HHI dan konsep keadilan dalam tradisi 

Gacaca. Di Timor-Leste, upaya mengintegrasikan ritual rekonsiliasi tradisional Nahe Biti dengan 

standar HHI menghadapi tantangan konseptual yang diidentifikasi oleh 71% pemangku adat 

lokal. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki peran 

krusial sebagai pemersatu bagi masyarakat yang terpecah pasca-konflik. Namun, potensi ini hanya bisa 

berkembang jika prinsip-prinsip HHI tidak sekadar menjadi teks hukum, melainkan diadaptasi seperti 

benang yang menjahit kain budaya lokal mempertimbangkan tradisi, nilai-nilai masyarakat, dan 
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kelembagaan yang mampu menjadi "tangan-tangan" yang merawat perdamaian. Contohnya, di 

Kolombia, prinsip proporsionalitas HHI berhasil diterjemahkan ke dalam mekanisme pengakuan publik 

yang melibatkan korban, sementara di Timor-Leste, integrasi HHI dengan ritual adat menciptakan 

harmoni antara norma global dan kearifan lokal. Dengan kata lain, HHI ibarat obat yang mujarab, tetapi 

resepnya harus disesuaikan dengan kondisi pasien agar penyembuhan benar-benar tuntas. Berikut adalah 

analisis terhadap tiga aspek penting dalam implementasi HHI untuk rekonsiliasi: 

a. Transformasi HHI dari Jus in Bello menjadi Kerangka Rekonsiliasi. Penelitian 

ini membuktikan bahwa Teitel (2022) benar ketika menyatakan Hukum Humaniter Internasional 

(HHI) bisa bertransformasi dari sekadar aturan selama perang (jus in bello) menjadi panduan 

untuk merajut kembali perdamaian. Namun, perubahan ini tak bisa instan. Sejalan dengan temuan 

Smith dan Jones (2023)9, mekanisme keadilan transisional di Kolombia menunjukkan bahwa 

integrasi HHI dengan partisipasi korban merupakan kunci keberlanjutan perdamaian. Seperti 

benang yang harus disesuaikan dengan pola tenun lokal, prinsip HHI perlu direformulasi agar 

selaras dengan konteks pasca-konflik: memahami luka kolektif, menghormati mekanisme adat, 

dan membangun kelembagaan yang menjadi jembatan antara norma global dengan kebutuhan 

nyata masyarakat. Di Kolombia, misalnya, prinsip proporsionalitas HHI diubah menjadi skema 

pengakuan publik yang melibatkan korban, sementara di Rwanda, Gacaca mengadopsi semangat 

HHI tanpa meninggalkan akar keadilan komunitas. Proses ini menegaskan bahwa rekonsiliasi 

bukan soal "memaksakan aturan", tapi "menumbuhkan keadilan dari akar budaya" di mana 

hukum humaniter berfungsi sebagai alat hidup, bukan dokumen kaku.10 

Kasus Kolombia merepresentasikan model transformasi yang paling eksplisit, di mana 

prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam HHI tidak hanya digunakan untuk 

mengkategorikan pelanggaran masa lalu, tetapi juga direkonstruksi sebagai landasan untuk 

menentukan prioritas penanganan kasus dan eligibilitas amnesti. Hal ini sejalan dengan konsep 

"kontinuitas normatif" yang diajukan oleh Van Schaack (2020)11, yang menunjukkan bahwa 

norma-norma HHI dapat mempertahankan relevansinya bahkan setelah konflik berakhir. 

Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Rwanda, transformasi ini menghadapi tantangan 

substantif ketika berhadapan dengan sistem hukum tradisional yang memiliki paradigma berbeda. 

Kesenjangan antara konsep tanggung jawab individual dalam HHI dan pendekatan kolektif dalam 

Gacaca menghasilkan apa yang disebut Drumbl (2021)12 sebagai "pluralisme hukum dalam 

keadilan transisional" yang memerlukan negosiasi normatif berkelanjutan. 

Temuan ini membuka mata kita: Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak kaku, 

melainkan lentur seperti kain yang bisa dijahit ulang untuk menutup luka rekonsiliasi. Prinsip-

prinsipnya memang bisa disesuaikan dengan konteks berbeda, tapi proses ini memerlukan 

mediasi kultural dan institusional yang sensitif terhadap dinamika lokal. Ambil contoh Timor-

Leste. Di sana, lahir konsep "hibridisasi normatif", di mana HHI dan tradisi lokal saling mengisi: 

prinsip HHI diubah agar selaras dengan nilai-nilai masyarakat, sementara praktik adat seperti 

Nahe Biti (ritual perdamaian) diperkaya dengan standar HHI. Ini bukan sekadar "memasukkan 

hukum global ke kotak lokal", melainkan menciptakan bahasa bersama seperti dua sungai yang 

bertemu, membawa air segar untuk menyuburkan tanah yang tandus pasca-konflik. Proses ini 

mengajarkan bahwa rekonsiliasi hanya mungkin tumbuh ketika norma universal dan kearifan 

lokal saling menghidupi, bukan saling meniadakan. 

b. Dampak Diferensial HHI pada Dimensi Rekonsiliasi.    Analisis komparatif 

menunjukkan bahwa kontribusi HHI terhadap rekonsiliasi bervariasi secara signifikan di antara 

dimensi rekonsiliasi yang berbeda. Dalam dimensi keadilan retributif, implementasi HHI melalui 

pengadilan nasional dan internasional menunjukkan efek positif dalam memerangi impunitas. 
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Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina, fokus berlebihan pada 

pelaku tingkat tinggi dapat menciptakan "kesenjangan akuntabilitas" di tingkat komunitas, sebuah 

fenomena yang juga diidentifikasi oleh Clark (2019)13 dalam penelitiannya di Balkan. 

Temuan paling signifikan muncul dalam dimensi keadilan restoratif, di mana prinsip 

pengakuan dalam HHI berkontribusi substansial terhadap penyembuhan kolektif. Di Kolombia 

dan Timor-Leste, pengakuan publik terhadap pelanggaran HHI menciptakan apa yang disebut 

Lederach (2019)14 sebagai "ruang kebenaran" bukan sekadar forum formal, melainkan tempat di 

mana air mata korban bertemu dengan pengakuan pelaku, membentuk mozaik narasi yang 

mengubah kepahitan menjadi harapan. Ruang ini memfasilitasi rekonstruksi narasi kolektif, 

seperti benang yang menyambung kembali kisah-kisah yang tercerai-berai, memungkinkan 

masyarakat melihat konflik bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bab yang harus ditutup untuk 

membuka halaman baru. Ini mengonfirmasi hipotesis Hayner (2021)15 bahwa pengungkapan 

kebenaran berdasarkan standar hukum yang legitimate dapat berfungsi sebagai katalisator untuk 

rekonsiliasi sosial. Proses ini menunjukkan bahwa kebenaran bukan hanya soal fakta hukum, 

tetapi juga tentang mengembalikan martabat di mana setiap pengakuan adalah langkah untuk 

mengubah "korban" menjadi "pemilik sejarah", dan "pelaku" menjadi "peserta aktif dalam 

perubahan". 

Dalam dimensi pemulihan struktural, dampak HHI terlihat paling nyata melalui program 

reparasi yang didesain berdasarkan konsep tanggung jawab negara dan non-state actors dalam 

HHI. Korelasi positif antara reparasi kolektif dan kohesi sosial di Bosnia-Herzegovina sejalan 

dengan "model transformatif reparasi" yang dikembangkan oleh de Greiff (2020)16, yang 

menekankan potensi reparasi tidak hanya untuk kompensasi material tetapi juga untuk 

transformasi hubungan sosial. Di Bosnia, rehabilitasi 143 infrastruktur publik seperti sekolah dan 

pusat komunitas tidak sekadar mengembalikan bangunan, tetapi menciptakan ruang di mana 

anak-anak dari kelompok bertikai belajar bersama, dan ibu-ibu yang dahulu terpisah oleh 

permusuhan kini berbagi cerita di pasar yang direvitalisasi. Proses ini ibarat menanam benih di 

tanah yang terluka: reparasi material menjadi pupuk untuk menumbuhkan kepercayaan, 

sementara interaksi sehari-hari di ruang bersama mengubah “bekas musuh” menjadi tetangga 

yang saling menyapa. Temuan ini memperkaya debat tentang "peace versus justice dilemma" dengan 

menunjukkan bahwa implementasi HHI yang tepat dapat menciptakan sinergi antara keadilan 

dan perdamaian. Sebagaimana diilustrasikan dalam kasus Kolombia, mekanisme keadilan 

kondisional yang didesain berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam HHI dapat 

menyeimbangkan tuntutan akuntabilitas dengan kebutuhan stabilitas politik, menciptakan apa 

yang disebut Sriram (2022)17 sebagai "keadilan yang memungkinkan perdamaian". 

c. Tantangan Institusionalisasi HHI dalam Konteks Lokal.   Penelitian ini 

mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam institusionalisasi HHI ke dalam proses rekonsiliasi 

lokal: kesenjangan kapasitas, resistensi institusional, dan kontestasi normatif. Kesenjangan 

kapasitas, terutama di Rwanda dan Timor-Leste, menunjukkan bahwa efektivitas HHI dalam 

rekonsiliasi tidak hanya bergantung pada validitas prinsipnya, tetapi juga pada infrastruktur 

institusional yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Di Rwanda, misalnya, kurangnya 

ahli hukum yang memahami HHI menyebabkan pengadilan Gacaca sering kali terjebak dalam 

prosedur ad hoc seperti alat tanpa panduan yang mengorbankan keadilan korban. Sementara di 

Timor-Leste, keterbatasan anggaran membuat 66% rekomendasi CAVR tak terimplementasi, 

meninggalkan harapan korban. Resistensi institusional, seperti di Bosnia-Herzegovina, terlihat 

ketika elit politik memilih "keadilan yang nyaman" dengan mengorbankan prinsip HHI demi 

stabilitas semu. Kontestasi normatif pun muncul saat HHI berbenturan dengan sistem nilai lokal, 
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seperti di Rwanda, di mana konsep tanggung jawab kolektif dalam Gacaca sulit diakomodasi oleh 

kerangka hukum individual HHI ibarat dua bahasa yang saling tak paham, meski sama-sama 

bermaksud baik. 

Fenomena resistensi institusional yang teridentifikasi di Bosnia-Herzegovina, di mana 

47% pejabat lokal menunjukkan keengganan untuk sepenuhnya mengadopsi standar HHI, 

mencerminkan apa yang disebut Subotić (2023)18 sebagai "adopsi strategis norma internasional". 

Di balik angka ini, tersembunyi permainan kekuasaan: seperti politisi yang memilih norma HHI 

yang "aman" untuk citra internasional, sambil mengabaikan prinsip yang berisiko mengganggu 

jaringan kekuatan lokal. Misalnya, di beberapa kota, pejabat mengakui pelanggaran HHI secara 

retoris tetapi menghindari penuntutan pelaku berpengaruh sebuah bentuk "keadilan pilihan" yang 

mengorbankan korban demi stabilitas semu. Ini menunjukkan bahwa implementasi HHI dalam 

rekonsiliasi tidak hanya merupakan proses teknis, tetapi juga proses politik yang ibarat tawar-

menawar kepentingan lokal dan global. 

Tantangan kontestasi normatif menjadi paling nyata dalam kasus Rwanda, di mana 

konsep tanggung jawab dalam HHI bersinggungan dengan konsep komunal dalam tradisi 

Gacaca. Fenomena ini sejalan dengan teori "friction" dari Tsing (2018)19 yang menggambarkan 

bagaimana norma global dan lokal saling berinteraksi, terkadang menghasilkan konfigurasi baru 

yang hybrid. Di Rwanda, gesekan ini ibarat upaya menyatukan dua bahasa: HHI berbicara tentang 

"individu yang bersalah", sementara Gacaca menekankan "komunitas yang bertanggung jawab". 

Hasilnya adalah sistem hybrid seperti dialek baru di mana pelaku mengakui kesalahan di depan 

masyarakat, bukan hanya pengadilan, sambil tetap mengacu pada prinsip HHI untuk mencegah 

impunitas. Kasus Rwanda menunjukkan bahwa untuk efektif, prinsip HHI perlu mengalami 

proses "vernakularisasi" sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Merry (2019)20, di mana norma 

internasional diterjemahkan ke dalam idiom lokal. Proses ini bukan sekadar menerjemahkan teks 

hukum, tetapi menciptakan "tata bahasa" bersama: aturan global dirajut dengan benang budaya 

lokal, menghasilkan jaring keadilan yang lebih kokoh menjerat kebenaran sekaligus memeluk 

kebutuhan masyarakat yang terluka. 

Temuan ini berkontribusi pada debat "localization versus universalism" dalam studi keadilan 

transisional dengan menunjukkan bahwa implementasi HHI dalam rekonsiliasi memerlukan 

pendekatan yang melampaui dikotomi tersebut. Model "universalisme kontekstual" yang muncul 

dari analisis kasus Timor-Leste di mana prinsip HHI dirajut dengan kearifan lokal seperti ritual 

Nahe Biti menawarkan jalan tengah, bukan memilih antara hukum global atau tradisi, melainkan 

membangun bahasa bersama di mana keduanya saling memperkaya. Seperti dua aliran sungai 

yang bertemu, HHI membawa standar universal tentang keadilan, sementara konteks lokal 

menyediakan saluran untuk mengalirkannya ke jantung masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya 

menghindari "imperialisme norma" yang kerap dikritik, tetapi juga mengubah rekonsiliasi dari 

proses top-down menjadi dialog di mana korban tidak hanya objek hukum, tetapi aktor yang 

merajut perdamaian dengan benang budaya mereka sendiri. Dengan demikian, universalisme 

kontekstual bukan sekadar kompromi, melainkan bukti bahwa kemanusiaan dalam HHI bisa 

hidup. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki peran 

signifikan dalam memfasilitasi rekonsiliasi pasca-konflik, namun efektivitasnya bergantung pada 

bagaimana prinsip dan mekanismenya ditransformasikan dan diadaptasi ke dalam konteks lokal. 
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Berdasarkan analisis komparatif terhadap kasus Kolombia, Rwanda, Bosnia-Herzegovina, dan Timor-

Leste, dapat disimpulkan bahwa: 

Pertama, HHI dapat mengalami transformasi fungsional dari instrumen yang mengatur perilaku 

selama konflik menjadi kerangka normatif untuk rekonsiliasi pasca-konflik. Transformasi ini 

paling efektif ketika prinsip-prinsip HHI diintegrasikan secara eksplisit ke dalam mekanisme 

keadilan transisional nasional, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Kolombia dan Bosnia-

Herzegovina. Namun, transformasi ini memerlukan proses adaptasi yang mempertimbangkan 

konteks budaya dan sosial masyarakat pasca-konflik. 

Kedua, kontribusi HHI terhadap rekonsiliasi bersifat multidimensional, mencakup dimensi 

keadilan retributif, restoratif, dan pemulihan struktural. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran 

berat HHI berkontribusi pada pemberantasan impunitas; pengakuan publik terhadap pelanggaran 

HHI memfasilitasi penyembuhan kolektif; dan program reparasi yang didesain berdasarkan 

konsep tanggung jawab dalam HHI mendukung pemulihan struktural dan kohesi sosial. 

Ketiga, implementasi HHI dalam proses rekonsiliasi menghadapi tantangan signifikan, meliputi 

kesenjangan kapasitas institusional, ketegangan antara tuntutan keadilan dan pertimbangan 

politik, serta kesulitan dalam menyelaraskan standar HHI dengan mekanisme keadilan tradisional. 

Tantangan ini paling terasa di negara-negara dengan infrastruktur pasca-konflik yang lemah dan 

tradisi hukum yang berbeda dengan paradigma HHI. 

Implikasi teoretis dari penelitian ini mencakup perlunya rekonseptualisasi HHI sebagai instrumen 

yang memiliki relevansi berkelanjutan dari masa konflik hingga rekonstruksi pasca-konflik. Konsep 

"universalisme kontekstual" yang muncul dari penelitian ini menawarkan kerangka untuk memahami 

bagaimana prinsip universal HHI dapat diimplementasikan dengan tetap mempertimbangkan kekhasan 

konteks lokal. 

Implikasi praktis meliputi rekomendasi untuk (1) mengintegrasikan pelatihan HHI ke dalam 

program penguatan kapasitas institusi rekonsiliasi; (2) mendesain mekanisme keadilan transisional yang 

secara eksplisit mengacu pada standar HHI; (3) mengembangkan pendekatan hibrid yang 

mengintegrasikan prinsip HHI dengan praktik keadilan tradisional; dan (4) memastikan partisipasi korban 

dalam menerjemahkan prinsip HHI ke dalam konteks lokal. 

Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi efektivitas jangka panjang dari mekanisme 

rekonsiliasi berbasis HHI, khususnya dalam hal keberlanjutan perdamaian dan pencegahan konflik 

berulang. Selain itu, diperlukan studi komparatif yang lebih luas mencakup kasus-kasus dari berbagai 

konteks geografis dan budaya untuk mengembangkan model implementasi HHI yang lebih adaptif dan 

efektif dalam mendukung rekonsiliasi pasca-konflik. 
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